BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 134 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 51 TAHUN
2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS . POKOK
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN

Menimbang

Mengingat

TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

a. bahwa mendukung terlaksananya tugas dan fungsi

serta tata kerja pada.Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi di “lingkup Pemerintah Kabupaten
Kotabaru dan‘adanya beberapa perubahan di dalam
Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 51 Tahun 2017
tentang < Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok - dan / Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten
Kotabaru sehingga peraturan bupati ini perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kotabaru Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kabupaten Kotabaru;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor.. 30" Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan‘Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat " Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia "Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2019 Nomor 1);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51
TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTABARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru
Nomor 51 Tahun 2017 tentang Kedudukan, ‘Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta” Tata Kerja
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten
Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun
2017 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

BAB'1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. .. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2., Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati
adalah Bupati Kotabaru.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kotabaru.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam  penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas adalah Dinas  Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kabupaten Kotabaru.

7. Sekretariat adalah  Sekretariat pada  Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten
Kotabaru.

8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru.



10.

11.

12.

13.

2.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten
Kotabaru.

Seksi adalah Seksi pada Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kabupaten Kotabaru.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan
yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang dalam ‘satuan
organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai
bidang tugasnya untuk melaksanakan @sebagian
tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Sumber Daya Manusia yang selanjutnya ‘disingkat
SDM.

Ketentuan Pasal 17 diubah,  sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok
merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas
di bidang transmigrasi  yang meliputi
pembangunan ‘dan pengembangan sarana
prasarana “kawasan transmigrasi, peningkatan
SDM, sosial budaya dan pemberdayaan ekonomi

masyarakat transmigrasi serta fasilitasi
ketransmigrasian dan pelayanan pertanahan
transmigrasi.

(2) " Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagai berikut :

a. merencanakan dan merumuskan kebijakan
dan program kerja di bidang pembangunan
dan pengembangan sarana prasarana
kawasan transmigrasi, peningkatan SDM,
sosial budaya dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat transmigrasi serta fasilitasi
ketransmigrasian dan pelayanan pertanahan
transmigrasi;

b. merencanakan penyusunan dan penetapan
Standar Operasional Prosedur (SOP) di
bidang pembangunan dan pengembangan
sarana prasarana kawasan transmigrasi,
peningkatan SDM, sosial budaya dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat
transmigrasi serta fasilitasi ketransmigrasian
dan pelayanan pertanahan transmigrasi;



menyelia pelaksanaan program kerja di
bidang pembangunan dan pengembangan
sarana prasarana kawasan transmigrasi,
peningkatan SDM, sosial budaya dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat
transmigrasi serta fasilitasi ketransmigrasian
dan pelayanan pertanahan transmigrasi;

memeriksa hasil pelaksanaan program kerja
di bidang pembangunan dan pengembangan
sarana prasarana kawasan transmigrasi,
peningkatan SDM, sosial budaya dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat
transmigrasi serta fasilitasi ketransmigrasian
dan pelayanan pertanahan transmigrasi;

menetapkan laporan program-kerja di bidang
pembangunan dan pengembangan sarana

prasarana kawasan transmigrasi,
peningkatan SDM, sosial budaya dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat

transmigrasi serta fasilitasi ketransmigrasian
dan pelayanan pertanahan transmigrasi;

merumuskan perencanaan teknis dan
fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai
dengan-bidang tugas dan fungsinya;

membagi tugas dan mengendalikan seluruh
kegiatan di bidang agar sesuai dengan
rencana yang ditetapkan;

mendisposisikan kegiatan kepada seksi yang
bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar
dapat diselesaikan secara proporsional dan
profesional;

menilai kinerja bawahan melalui mekanisme
penilaian yang berlaku untuk mengetahui
pencapaian prestasi kerja;

memberikan saran/telaahan kepada atasan
sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
dalam lingkup Dinas terkait tugas dan
fungsinya;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi
dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait
lainnya sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;



m. melaksanakan kerjasama dan kemitraan
dengan unit kerja/instansi/lembaga atau
pihak ketiga;

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Bidang Transmigrasi,

terdiri dari :

a. Seksi Pembangunan dan Pengembangan
Sarana Prasarana Kawasan Transmigrasi;

b. Seksi Peningkatan SDM, Sosial Budaya dan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Transmigrasi; dan

c. Seksi Fasilitasi Ketransmigrasian dan
Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.

3. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 18 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut-:

Paragraf 2

Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana

(1)

(2)

Prasarana Kawasan Transmigrasi
Pasal 18

Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana
Prasarana Kawasan Transmigrasi mempunyai
tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas bidang transmigrasi dalam pembangunan
dan pengembangan sarana prasarana kawasan
transmigrasi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagai berikut :

a. mengonsep rencana dan program kerja
pembangunan dan pengembangan sarana
prasarana kawasan transmigrasi;

b. mengonsep bahan kebijakan program kerja
Pembangunan dan Pengembangan Sarana
Prasarana Kawasan Transmigrasi;

c. melaksanakan kegiatan pembangunan dan
pengembangan sarana prasarana kawasan
transmigrasi;



melaksanakan identifikasi potensi kawasan
transmigrasi dan penyediaan tanah untuk
pembangunan permukiman transmigrasi
serta melaksanakan sosialisasi
ketransmigrasian;

melaksanakan fasilitasi dan inventarisasi
pemanfaatan hak pengelolaan lahan (HPL) di
kawasan transmigrasi;

melaksanakan fasilitasi penyusunan
dokumen rencana kawasan transmigrasi
(RKT) yang akan ditetapkan oleh" menteri
sebagai kawasan transmigrasi;

melaksanakan fasilitasi penyusunan
dokumen dan rencana detail ‘kawasan
perkotaan baru (KPB),” rencana satuan
kawasan pengembangan  (RSKP), rencana
teknis satuan permukiman (RTSP) dan
satuan permukiman (SP);

melaksanakan penyiapan bahan monitoring
dan evaluasi| penyiapan dan perpindahan
transmigrasi;

memberikan saran/telaahan kepada atasan
sesuai dengan bidang tugasnya;

menilai kinerja bawahan melalui mekanisme
penilaian yang berlaku untuk mengetahui
pencapaian prestasi kerja;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
dalam lingkup Dinas terkait tugas dan
fungsinya;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi
dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait
lainnya sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

. melaksanakan kerjasama dan kemitraan
dengan wunit kerja/instansi/lembaga atau
pihak ketiga;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.



4. Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 19 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Seksi Peningkatan SDM, Sosial Budaya dan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi

(1)

(2)

Pasal 19

Seksi Peningkatan SDM, Sosial Budaya dan
Pemberdayaan Ekonomi Kawasan Transmigrasi
mempunyai tugas pokok  merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas bidang transmigrasi dalam
peningkatan  SDM, sosial «budaya dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat
transmigrasi.

Uraian tugas sebagaimana.dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagai berikut :

a. mengonsep rencana dan program kerja
peningkatan | SDM, * sosial budaya dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat
transmigrasi;

b. mengonsep bahan kebijakan program kerja
peningkatan SDM, sosial budaya dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat
transmigrasi;

c. »melaksanakan kegiatan peningkatan SDM,
sosial budaya dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat transmigrasi;

d. melaksanakan pendidikan, pelatihan dan
bimbingan teknis dalam peningkatan sumber
daya manusia (SDM) pada masyarakat

transmigrasi;

e. melaksanakan pembinaan dan
pengembangan sosial budaya pada kawasan
transmigrasi;

f. melaksanakan penyiapan bahan monitoring
dan evaluasi peningkatan SDM, sosial
budaya dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat transmigrasi;

g. melaksanakan penyiapan bahan monitoring
dan evaluasi peningkatan SDM, sosial
budaya dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat transmigrasi;



h. memberikan saran/telaahan kepada atasan
sesuai dengan bidang tugasnya;

i. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme
penilaian yang berlaku untuk mengetahui
pencapaian prestasi kerja;

j- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja

dalam lingkup Dinas terkait tugas dan
fungsinya;

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi
dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi ‘terkait
lainnya sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

1. melaksanakan kerjasama dan kemitraan
dengan wunit kerja/instansi/lembaga atau
pihak ketiga;

m. melaksanakan evaluasi ‘dan pelaporan
pelaksanaan tugas;.dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Paragraf 4.dan Pasal 20 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Seksi Fasilitasi Ketransmigrasian dan Pelayanan

(1)

(2)

Pertanahan Transmigrasi
Pasal 20

Seksi Fasilitasi Ketransmigrasian dan Pelayanan
Pertanahan Transmigrasi mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas bidang transmigrasi dalam fasilitasi
ketransmigrasian dan pelayanan pertanahan
transmigrasi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagai berikut :

a. mengonsep rencana dan program kerja
fasilitasi ketransmigrasian dan pelayanan
pertanahan transmigrasi;

b. mengonsep bahan kebijakan program kerja
fasilitasi ketransmigrasian dan pelayanan
pertanahan transmigrasi;



c. melaksanakan kegiatan fasilitasi
ketransmigrasian dan pelayanan pertanahan
transmigrasi;

d. melaksanakan koordinasi pelayanan
perekrutan calon transmigrasi, penempatan
dan pelayanan perpindahan transmigran;

e. melaksanakan pelayanan pendidikan dan
pelatihan serta penetapan sebagai calon

transmigrasi;

f. melaksanakan pelayanan fasilitasi
penyelesaian  permasalahan = pertanahan
ketransmigrasian;

g. melaksanakan inventarisasit.Aset. Barang
Milik Negara (BMN) yang” dihibahkan
pemerintah daerah;

h. melaksanakan penyiapan bahan monitoring
dan evaluasi fasilitasi ketransmigrasian dan
pelayanan pertanahan transmigrasi;

i. memberikan saran/telaahan kepada atasan
sesuai dengan bidang tugasnya;

j- menilai kinerja bawahan melalui mekanisme
penilaian yang berlaku untuk mengetahui
pencapaian prestasi kerja;

k. ‘melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
dalam lingkup Dinas terkait tugas dan
fungsinya;

I..- melaksanakan koordinasi dan konsultasi
dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait
lainnya sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

m. melaksanakan kerjasama dan kemitraan
dengan wunit kerja/instansi/lembaga atau
pihak ketiga;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.

Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 27 November 2019

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 27 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN.KOTABARU,

ttd
SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2019 “NOMOR 135



